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ABSTRAK 

(A) KEDUDUKAN KREDITUR DALAM PEMBIAYAAN MOBIL 

PENUMPANG OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DENGAN 

JAMINAN FIDUSIA SETELAH BERLAKUNYA PUTUSAN MAHKAMAH 

KONSTITUSI (MK) No 18/PUU-XVII/2019 

(B) ERIKA YULIANTI (207191001) 

(C) KATA KUNCI : Jaminan Fidusia, Eksekusi Jaminan Fidusia, Perusahaan 

Pembiayaan 

(D) ISI ABSTRAK: Perjanjian dengan jaminan fidusia merupakan perjanjian 

tambahan atau assesoir dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan 

kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa 

memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dapat 

dinilai dengan uang. Fidusia harus didaftarkan dan memunculkan sertifikat 

fidusia (Pasal 11 sampai Pasal 18 UU Jaminan Fidusia). Pendaftaran jaminan 

fidusia ini sendiri memberikan hak yang didahulukan (preferen). Sertifikat 

fidusia memiliki kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan. Setelah 

adanya Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 yang menafsir Pasal 15 ayat (2) 

dan (3) Undang-Undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menimbulkan 

dampak yang cukup signifikan bagi lembaga pembiayaan selaku kreditur 

dimana tidak dapat lagi melakukan eksekusi menggunakan titel eksekutorial 

terhadap jaminan kebendaan bergerak berdasarkan akta fidusia jika debitur 

tidak setuju menyerahkan objek jaminan. Maka penulis mengangkat beberapa 

masalah, yaitu: bagaimana pengaruh setelah adanya Putusan MK No 18/PUU- 

XVII/2019 terhadap Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No 

42 Tahun 1999 tentang Fidusia pada perusahaan pembiayaan terkait dengan 

eksekusi jaminan fidusia; dan bagaimana keseimbangan kedudukan debitur dan 

kreditur dalam perjanjian setelah adanya Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019. 

Setelah penulis melakukan analisis dengan metode penelitian hukum normatif, 

suatu penelitian hukum baik bersifat murni maupun bersifat terapan, yang 

dilakukan oleh seorang peneiti hukum untuk meneliti suatu norma, maka setelah 

Putusan MK, bila debitur menolak menyerahkan objek jaminan maka 

wanprestasi dan eksekusi harus dibuktikan melalui pengadilan serta 

keseimbangan kedudukan masih belum dapat dikatakan seimbang tetapi 

kedudukan debitur meningkat dibandingkan sebelum adanya Putusan MK. 
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